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BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR (. TAHUN 2018

TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang
nyata, luas dan bertanggungjawab, perlu digali Sumber-
Sumber Pendapatan Asli Daerah guna mendukung
pembiayaan  penyelenggaraan  Pemerintahan  dan
pelaksanaan Pembangunan menuju kemandirian
Daerah;

b. bahwa salah satu upaya peningkatan pelayanan kepada
masyarakat diperoleh melalui pungutan Retribusi kepada
masyarakat sebagai wujud peran serta dalam kegiatan
pembangunan.

c. bahwa sesuai Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Retribusi Jasa Umum,;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf

Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Retribusi Jasa

Umum;
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Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
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dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan Di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5415);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tamhahan T.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5487) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang
pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tanun ZUld Nomor 5%, lambanan Lemparan

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

Menetapkan

KONAWEKEPULAUAN
dan
BUPATIKONAWE KEPULAUAN
MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA
UMUM.



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

k.

2
3.
4

30
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12.

13.

Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan;
Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe
Kepulauan;

Dinas adalah Dinas Kabupaten Konawe Kepulauan;

Lembaga Teknis adalah Lembaga Teknis Daerah Kahimaten Kanawe
Kepulauan;

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Pajak
Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu
Jaiig Klilsus uisculasail Udil/ dlau UIUCIISAll UICHT FCIUCIIULALL L/ACT ell
untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan
yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum
serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi
tertentu:

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan
perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD
adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah

dilfakukan dengan menggunakan Iormullr atau telan auaKuxKan aengarn



15.

16.
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20.
21.

cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh

Bupati;
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adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah

pokok retribusi yang terutang;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan

jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi

lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak

terutang;

Surat Tagihan Retribusi Daerahyang selanjutnya disingkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi

administratif berupa bunga dan/atau denda;
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menochimniin dan man~sial
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif
dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk

tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan

perundang-undangan retribusi daerah;

Pcfﬁyfdl‘kaL LU pj..u"au‘a uL l:uAu‘wxg ITULIUUDL daududll DTlaugnauall
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak

pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

UTTP adalah singkatan dari Ukur,

Perlengkapannya;

Takar,

Timbang

BDKT adalah singkatan dari Barang Dalam Keadaan Terbungkus;
TPA adalah singkatan dari Tempat Pembuangan Akhir dari sampah

yang dihasilkan oleh masyarakat.

RARTI

RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

serta

dan

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau

diDerikan remerinian uvaeran
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kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau
Badan;

JEIliS Relribusi Jasa Umnumn terdiri dari :

a. retribusi pelayanan kesehatan;

b. retribusi pelayanan persampahan kebersihan;

retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;

o o

retribusi pelayanan pasar;

e. retribusi pengujian kendaraan bermotor; dan

f. retribusi pelayanan tera/tera ulang;

g. retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat tidak
dipungut apabila potensi penerimaannyakecil dan/atau atas
kebijakannasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut
secara cuuma-ciima.

Bagian Pertama

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas setiap

Jasa Pelayanan Kesehatan.

(1)

)

Pasal 4

Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di
puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai

pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan

pcchatan lainttra trana coionia srame Aimaililsl daw /adbkass el 1. A1
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Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran;
Dikecualikan dari Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah
pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD

dan Pihak Swasta.




Pasal 5
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Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah;
(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk

LN

melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong

Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 2
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan

Besarnya Tarif Retribusi Kesehatan
Pasal 6

(1). Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan

Kesehatan dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan

pelayanan  kesehatan dapat —mempertimbangkan kemampuan

Tha bt a4 1 - - -aa
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(2). Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

ni.

Bagian Kedua

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Paragraf 1
Nama, Objek Subjek dan Wajib Retribusi

Pacal 7

Dengannama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut

retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan.
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Pasal 8

-

persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah

Daerah, meliputi:

a.

C:

pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi
pembuangan sementara;

pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi
pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan
akhir sampah; dan

penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampabh.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah,

sosial, dan tempat umum lainnva.

Pasal 9

(1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat

pelayanan Persampahan/kebersihan;
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ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk

melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong

Retribusi Jasa Umum

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 10

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan atau volume

sampah:
(2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah

organik dan non organik.



Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan

St uniul uall Bcacuuyu Laru
Pasal 11

(1) Prinsip dan sasaran struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud
untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan dengan
mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain biaya
pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah dan atau

pemusnahan sampah termasuk sewa lokasi TPA.

Pasal 12

(1) Besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan pelayanan yang
diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan;
(2) Besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 13

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut

retribusi sebagai pelayanan atas jasa Perparkiran di tepi jalan umum.
Pasal 14

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan
pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 15

Subjex Reliibus: adaiall scuap ulduy MICUZEUIAKALIL LCIIPAL PATKIT
untuk menempatkan kendaraannya;

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undagngan Retribusi diwajibkan
untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau

pemotong Retribusin Jasa Umum

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 16

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis

kendaraan dan frekuensi penggunaan tempat parkir.

(1)

(2)

Paragraf 3
Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan

Besarnya Ketribust
Pasal 17

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Tempat Parkir
Umum didasarkan pada Kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan
biaya penyedia jasa parkir, kemampuan Masyarakat, dan aspek
keadilan;

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Tempat Khusus
Parkir dan Tempat parkir Isindentil, didasarkan pada tujuan untuk

memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang

na aa Aitoarimma Alalh smanmamsanlha cceemmdn oot o
) A L ) ULl i cmmnnaain srvrammoin sonjwasan ) vmmapy o~ .

~ ~r TAALLSA ALLLNA VAWAL U TAAR LARILALLLA WYY LA LLA AN wasans ) wnaag

berorientasi pada harga pasar.
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Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 18

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

Bagian Keempat

Retribusi Pelayanan Pasar

Paragraf 1
Nama. Ohiek. Suihiek dan Waiih Retrihiiei

Pasal 19

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi atas
penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios

yang dikeioia Pemerintah Daeran, dan Knusus disediakan untuk peaagang.
Pasal 20

(1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar
tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola
Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

(2) Dikecualikan dari Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dilkaukan oleh Pemerintah,
BUMN, BUMD dan Pihak Swasta

Pacal 21

(1) Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi dan atau Badan yang
menggunakan Pelayanan penyediaan fasilitas pasar.
(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut

ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk
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melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong

Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 2

Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 22

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan kelas

pasar dan jangka waktu yang digunakan.

(1)

Paragraf 3

Prinsin dan Sacaran Nalam Penetanan

Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 23

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif
retribusi dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan
pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan
masyarakat dan aspek keadilan.

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya
penyusutan,biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan

pemeliharaan.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 24

Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas

halamanatau peralatan, los dan atau kios, luas lokasi dan jangka

waktu pemakaian.
Lokasi sebagimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk

menentukan kelas pasar.
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(3) Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh
Bupati.

4j Khusus kios swadaya besarnya tarii untuk o (llma) tahun pertama
disamakan dengan pelataran dan selanjutnya sesuai tarif kios yang
berlaku.

(5) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran
VI, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Pasal 25

(1) Masa Retribusi adalah Jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari untuk

Losatau Pelataran dan 1 (satu) bulan untuk Kios.

(2) Saat Retribuisi Teritano adalah p_n_da caat ditetanlannva QRN atan
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dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kelima

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Paracraf 1

e = i

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 26

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi

5
an nenmiiinan Landarann harematras
L glayanan penguian Zeniaraln JSerinlilr.

Pasal 27

Obyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan

pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air sesuai

narrinAdane 11mndanmana srasase lhanlalss crnia~ J:nn1n.ﬂ~{v‘_n1_au
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Pasal 28

Subjek Relribust adalail Orang Frivadi  dan dldu  baaan  yang
menggunakan Pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong

Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 2

Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 29

Tingkat Pengggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan yang diuji.

(1)

(2)

(1)

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 30

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif
retribusi dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan
pelayanan fasilitas pengujian dengan mempertimbangkan kemampuan
masyarakat dan asnelk keadilan

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyusutan,

biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 31

Setiap kendaraan bermotor yang dikenakan ketentuan wajib uji

dipungut biaya pengujian;
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Besarnya biaya pengujian kendaraan bermotor sebagaimana tercantum
dalam Lampiran V, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

TR B N
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Pasal 32

Setiap penerimaan formulir pengujian, plat ujian dan buku uji baru
maupun penggantian yang lama karena hilang, rusak dan lain-lain
dikenakan ongkos cetak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya ongkos kerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Ketentilan Pelakaeanaan Penomniian

Kendaraan Bermotor
Pasal 33

Setiap kendaraan bermotor wajib uji, yang dioperasikan di jalan harus
memenuhl syarat teknis untuk laik jalan sesual dengan peraturan
perundang-undangan;

Pengujian untuk menetapkan kendaraan bermotor yang telah
memenuhi persyaratan teknis untuk laik jalan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan secara berkala;

Pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualitas teknik tertentu.
Pasal 34

Jenis kendaraan bermotor yang wajib diuji sebagaimana dimaksud

d_ﬂja__m PQ_ 1 (o] _QAQ]_Q_I'_\ _L:-pf\r]of-on Thartmntas srasans fasemaanaals 1—,.4.,.,..‘:‘: -
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mobil bus;

mobil barang;

a.
b

c. mobil penumpang;
d. sepeda motor;

e

kereta gandeng;

t.  kereta tempelan,;
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kendaraan khusus;

5 @

kendaraan umum, atau

d .
lranAdaraan Aindban ~1a
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Masa berlaku uji berkala ditetapkan dalam jangka waktu 6 (enam)

baae
.

bulan.
Pasal 35

Pemilik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
harus menunjukan surat sebagai keterangan kelompok kendaraan
bermotor yang akan diuji dalam pengujian kendaraan bermotor;
Pemerintah memberikan buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor
terhadap kendaraan bermotor yang dalam pengujian telah memenuhi
persyaratan teknis laik ialan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara
permohonan pengujian sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur

dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Pengujian kendaran bermotor dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan
sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri
Perhubungan Republik Indonesia;

Lokasi pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh Bupati.

rasal o/

Kendaraan bermotor wajib uji setelah dilakukan pengujian dan dinyatakan

belum memenuhi persyaratan teknis lain jalan dapat diuji ulang setelah

dipenuhi persyaratan teknis lain jalan yang telah ditentukan.

raragral o

Jangka Waktu Penguji

Pasal 38

Jangka waktu penguji 6 (enam) bulan.
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Paragraf 7

Instansi Pemungut

Pasal 39

Pelaksanaan pemungkutan biaya pengujian, sebagaimana yang
dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bendahara
Khusus Penerima pada kantor Dinas Perhubungan;

Dinas Perhubungan memberi laporan perianggung jawaban tentang
realisasi pungutan kepada Bupati secara teratur dan terus menerus

setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diminta.

Bagian Keenam

Retribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 40

Dengan nama retribusi pelayanan tera, dipungut retribusi sebagai
pembayaran atas pelayanan jasa tera atau tera ulang, kalibrasi atas
alat UTTP dan pengujian BDKT;

Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya tera dan
tera ulang, pengesahan, penjustiran, pembatalan, pemeriksaan,

kalibrasi, pengujian BDKT, jasa proiesi, biaya tambahan untuk alat
UTTP.

Pasal 41

Obyek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah :

a.

b.

Pelayanan  pengujian  alat-alat ukur, takar, timbang dan
perlengkapannya; dan

Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



(1)

(2)
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Pasal 42

Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan sebagai
pemilik, pemakai atau pemegang kuasa atas alat UTTP dan BDKT;

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong

Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 43

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan frekwensi

pemberian jasa pelayanan dan pembinaan, serta tingkat kesulitan,

karakteristik, jenis, kapasitas UTTPatauBDKT, lamanya waktu dan

peralatan yang digunakan.

(1)

(2)

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif

Pasal 44

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif
retribusi adalah dengan memperhatikan kemampuan Masyarakat dan
aspek keadilan;

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif
Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang
layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha

e i
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Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 45

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam

Lampiran VI, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Paragraf 1
Nama,. Ohiek. Suhiek dan Waiih Retribniei

Pasal 46

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut

retribusi atas Jasa Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pasal 47

Objek Retribusi Pengendalian Menara adalah pemanfaatan ruang untuk

menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang,

keamanan, dan kepentingan umum.

(1)

(2)

Pasal 48

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang medapatkan

naandalinn Manara TalalrAarsranmil-aal.
encal
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Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong

Retribusi Jasa Umum.



T

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 49

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis

Pengendalian Menara Telekomunikasi, yakni jumlah penggunaan jasa yang

dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk

penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Paragraf 3
Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Paacal 8N

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi

adalah dengan memperhatikan kemampuan Masyarakat dan aspek keadilan

dan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan

(1)

(2)

(3)

Paragrat 4
Struktur dan BesarnyaTarif Retribusi

Pasal 51

Besaran Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
memperhitungkan :

a. Zonasi,

b. Ketinggian menara;

c. Jenis menara; dan

d. Jarak tempuh.

Komponen biaya didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan
pengawasan , meliputi :

s {iGiiGiaiiuiii pél‘_ugdb Pougawas,

b. Transportasi; dan

c. Alat tulis kantor.

Besaran tarif dan komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) terdapat pada Lampiran VII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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BAB III
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan
Pasal 52

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan;

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan;

(3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada

cnanlral Adanicminbwndll

waktiinva atann lirang memhavar  dilranalonw
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang
terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD;Penagihan Retribusi terutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) didahului dengan Surat Teguran;

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan

Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Penagihan

Pasal 53

Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan keberatan yang tidak
atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan

piutang dan lelang Negara; Penagihan retribusi melalui dilaksanakan

Aacarl-an neratiiran mamindane 1ran A vnan comam ~ LT
raasarlzan AR AL AAL CAAA [SUA MALAATAAARS MAAAVAARAZSLALA ] VAAAFs AeA Avasasas
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(4)

(2)

(4)
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Bagian Ketiga

Keberatan
Pasal 54

Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada
Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan;

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
disertai alasanyang jelas;

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi
tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannva.

Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan
Wajib Retribusi;

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi

dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
Pasal 55

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal
Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan
yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan;
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk
memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan
yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati;

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya
atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang
terutang:

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat
dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan

tersebut dianggap dikabulkan.
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(1)

(2)

(3)
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Pasal 56
Pengajuan Keberatain dikabulkan scbagian aiau seiuruhnya, keiebinan
pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas)
bulan;
Jika Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Keempat

Kedaluwarsa

Pasal 57

Hak untuk melakukan penagihan retribusi, Kedaluwarsa setelah

melampaui jangka waktu 3  (tiga) tahun  sejak terhitung saat

terutangnya retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;

Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tertangguh apabila :

a. diterbitkan Surat Teguran; atau

b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi langsung
maupun tidak langsung.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang

retribusi yang telah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 58

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus

Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang

Tata cara Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa

diatur dengan Peraturan Bupati



(1)
(2)

(1)

(2)
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BAB V
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 58

Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan
perekonomian;

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif Retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 59

Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif
atas dasar pencapaian kinerja tertentu;

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan
insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan

Bupati.

Pasal 60

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penyediaan

pelayanan diberikan.

(1)
(2)

Pasal 61

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disetor secara bruto ke Kas Daerah.
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Pasal 62

atr 1"\11:\ wrnsan b . 1
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Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan selambat-lambatnya....(.....) hari sejak diterbitkannya SKRD
atau dokumen lain yang dipersamakan

Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan

penundaan pembayaran Retribusi diatur dalam Peraturan Kepala

Daerah

Pasal 63

Penagihan Retribusi yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan

L e VAR
uu,xxssuucu.xa_u O LANLY

Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didahului dengan Surat Teguran

Pengeluaran Surat Teguran/surat lain yang sejenis sebagai tindakan
awal pelaksanaan penagihan Retribusi dilakukan setelah ...(...) hari
sejak tanggal jatuh tempo pembayarannya.

Dalam jangka waktu... (. . . .) hari setelah tanggal surat lain yang
sejenis, wajib Retribusi harus melunasi yang terutang.

Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk

Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat

lain vang seienis diatiir denganPeratiiran Riinati

BAB VII
PENYIDIKAN

rasal o4

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;



(2).

(3)
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Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai

negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat

olell pejalal yaung Doiwendng scsudl Uengan Kelentuan peraturan
perundang-undangan;

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana retribusi;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau

Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

d. memerikgﬂ h'l]l(l'l catatan AdAan Aal-iiman lain harlbranans Aocv~caae

[

tindak pidana di bidang Retribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f.  meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung
dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang
dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
Retribusi;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa

sebagai tersangka atau saksi;menghentikan penyidikan; dan/atau

j.  melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan

tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan

h(‘lnﬂﬁ_‘l IhAOhnnn

———————ery  em e y—————

beratiiran nern
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan  menyampaikan hasil penyidikannya
kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

Undang-Undang Hukum Acara Pidana.



0T

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 65

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3
(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah
Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar;

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

pelanggaran.

Pasal 66

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), merupakan

penerimaan negara.
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

h 1n1 Apnnan nanormnntannrtra Aalasma T amshlhawac TAaaaal
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Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara

pada tanggal (Y Oktober 2018

PARAF KOORDINASI BUPATI KONAWE KEPULAUAN,
i JABATAN Fr‘;.r?'i E:
1. SEKDA _IN.
2. ASISTEN ADM. UMUM b/ -
3. DINAS/BADAN/KANTOR _ﬁ/‘ﬁ
4.BAGIAN [TV K/ 57 ?MRELT;%'H

Diundangkan di Langara
pada tanggal [if (kéber 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

H. CECEP TRISNAJAYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2018

NOMOR .9.§’

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

DDHONY 7‘l’ TAAT AT TY AXITTIAAT MTAATAI/ZY ATYIA ATAARAEF AT
FCINUVIINOL QU LYY EnOL L IJINUIAININA INVJLVIVJIN ..
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Daratiiran Naarah ini dengan nenemnatannva dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal .Y OACeber~ 2018

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

H. AMRULLAH

Diundangkan di Langara

pada tanggal i OKteber— 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

H. CECEP TRISNAJAYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2018

NOMOR 5}?’

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

NDATITATCT QTTT AT QT TN ADA NINAMNP

A ANNS ¥ AATRAL Ny s BML A VYT Ad NS A A AdA T NA NAL AL VLA A VNS AVANI AN s

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SAINUL, SH., MM.
NTP. 10670401 199703 1 007




II.

PENJELASAN
ATAS

TYATATYIATT TZADDTTITMAMTIAANAT T7AARTATIITIN TZTATAYW TT ATTA AT
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NOMOR (5. TAHUN 2018
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

UMUM.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah yang merubah Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004, memberikan kewenangan kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota untuk mengurus sendiri Urusan Pemerintahannya
untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan dan pelavanan kepada masvarakat.

Berkaitan dengan kewenangan tersebut, maka pemerintah
Daerah Kabupaten berhak mengadakan pengaturan yang berupa
Retribusi Jasa Umum kepada masyarakat, pengaturan tersebut
dituangkan kedalam Peraturan Perundang-undangan yang bersifat
memaksa, hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun [(945.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk
memungut jenis-jenis retribusi yang terkait dengan Retribusi yang
diberikan kewenangan kepada Pemeritah Daerah. Dengan kewenangan

tersebut bisa mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 2

Cukup Jelas
Pasal 3

Cukup Jelas



Pasal 4

Cukup Jelas
Pasal 5

Cukup Jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup Jelas
Pasal 8

Cukup Jelas
Pasal 9

Cukup Jelas
Pasal 10

Cukup J
Pasal 11

Cukup Jelas
Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup Jelas
Pasal 14

Cukup Jelas
Pasal 15

Cukup Jelas
Pasal 16

Cukup Jelas
Pasal 17

Cukup Jelas
Pasal 18

Cukup Jelas

1
€ias

f\'A 2= %

Pasal 19

Cukup Jelas
Pasal 20

Cukup Jelas
Pasal 21

Cukup Jelas



Pasal 22

Cukup Jelas
Pasal 23

Cukup Jelas
Pasal 24

Cukup Jelas
Pasal 25

Cukup Jelas
Pasal 26

Cukup Jelas
Pasal 27

Cukup Jelas
Pasal 28

Culmup ielas
Pasal 29

Cukup Jelas
Pasal 30

Cukup Jelas
Pasal 31

Cukup Jelas
Pasal 32

Cukup Jelas
Pasal 33

Cukup Jelas
Pasal 34

Cukup Jelas
Pasal 35

Cukup Jelas
Pasal 36

Cukup Jelas

Dnhnanl 27

Cukup Jelas
Pasal 38

Cukup Jelas
Pasal 39

Cukup Jelas



Pasal 40

Cukup jelas

Nawal 41
rasal ri

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Contoh :

-

Nilai Jual Objek Pajak Bumi  Rp.200.000,- per m2.
Nilai Jual Objek Bangunan Menara Rp.15.000.000,-per m2.

Luas Tanah Menara Telekomunikasi : 400 m2
Trias Rangiinan Menara 70 0

NJOP. Bumi 400 m2 x 20.000,- Rp.8.000.000,-

NJOP. Bangunan 70 m2 x 15.000.000,- :
Rp.1.050.000.000,-

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB/Dasar pengenaan

Retribusi Menara : Rp.1.058.000.000,-

Tarif Retribusi 1% x Rp.1.058.000.000,- : Rp.10.580.000,-



ayat (3)

Cukup Jelas

rasal oz

Cukup Jelas
Pasal 53

Cukup Jelas
Pasal 54

Cukup Jelas
Pasal 55

Cukup Jelas
Pasal 56

Cukup Jelas
Pasal 57

i1lmiin LTelac

Pasal 58

Cukup Jelas
Pasal 59

Cukup Jelas
rasal bu

Cukup Jelas
Pasal 61

Cukup Jelas
Pasal 62

Cukup Jelas
Pasal 63

Cukup Jelas
Pasal 64

Cukup Jelas
Pasal 65
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Pasal 66
Cukup Jelas

Dacal £77

A vAarovea s s

Cukup Jelas

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,
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Pasal 66
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LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

el N e U
NUMUK (ﬂ I1ANIUN ZU15

TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

BESARAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

JASA
ik e DABAN | JI80 DO | ...
NO | JENIS PELAYANAN HABIS | SARANA NAN TOTAL {Rp)
PAKAI R
(Rp) (Rp)
s 3 4 5 6
I | RAWAT JALAN
POLIKLINIK UMUM
LaTn 2.000 1.000 | 2.000 iy
2. Pemeriksaan medis 5.000 10.000 15.000
3. Status pasien baru 2.000 1.000 2.000 5.000
4 Bhe (Rean) 1.000 | 5.000 | 9.000 s
POLIKLINIK
SPESIALIS
T S O T T =2 NNN
3 el 2.000 1.000 2.000 P
2. Status pasien baru 2.000 1.000 2.000 5.000
3. Pemeriksaan Medis 5.000 15.000 20.000
II | INSTALASI GAWAT DARURAT
1 paraip 2.000 | 1.000 | 2.000 Nt
2. Status Pasien 5.000 1.000 2.000 8.000
3. Pemeriksaan medis 4.000 11.000 15.000
4. Konsul dr Spesialis
- Jam kerja 5.000 15.000 20.000
. Dl .luar jam kerja s dE 40.000
(cit0) 5.000 35.000
S. Observasi
pasien/hari 18000 | Moo | <"
- Monitor pasien
gawat 10.000 10.000 15.000 e
6. Pemakaian Oksigen | 15.000/ 5.000 5.000 10.000

Liter




7. Pemeriksaan

Sesuai tarif di Instalasi Lab. Ditambah 20%

Laboratorium jasa pelayanan

8. Pemeriksaan Sesuai tarif di Instalasi Rad. Ditambah 20%

Radiologi jasa pelayanan

9. Pemeriksaan EKG 20.000 15.000 25.000 60.000

10. Pekarya ¥ 2.000 3.000 5.000

11. Asuhan

Keperawatan - - 10.000 A0,pU0

12. Visite HCU/ODC PN

(Umum) - 5.000 R T

13. Visite HCU/ ODC

(Spesialis) i 5.000 | Eapen | °°0%

14. Askep triage 3 500 14.500 15.000

15. Askep HCU/ ODC g 500 19.500 20.000
IIT | TINDAKAN DI INSTALASI GAWAT DARURAT

1. Perawatan Luka ' | ' »

Ringan

a. Perawatan Luka

Ringan 15.000 | 5.000 | 5.000 45088}

b. Perawatan Luka

Sedang 90.000 | 7.000. | ®Gog | °0%

c. Perawatan Luka

Berat 25.000 | 10.000 | 15.000 | ©0-000

2. Perawatan luk

e 30,000 | 10.000 | i@ | °°0%

3. Jahitan luka :

& 15 e 30.000 | 10.000 | 15800 | 55000

i &=~ 10 Jiian 40.000 | 10,000.| 2080 | 70900

R ——— S ——

lebih dari 10 jahitan 6,000 et jaiman

d. Ruptur tendon 90.000 15.000 75.000 180.000

4. Kumbah lambung 40.000 5.000 30.000 75.000

5. Resusitasi

sederhana 15000 | 5000 | 8pgec |  °°9%°

6. Suntikan/Kkaii 2.000 1.000 5 000 o.UuU

7. Pasang Kateter 30.000 5.000 10.000 45.000

8. Pasang NGT

i traih 30,000 |. 8000 | 18000 | SO-090

D:-"Lisiten 6dh 30:000 | 5.000 | 1000 | 500




9. Pasang ETT

§ ot 65.000 | 10000 | @Seee . 190V
1y +tuae o th 65.000 | 10.000 | 20.000 | 9°:00°
10. Pasang Infus

a. Anak dibawah 1 th 10.000 5.000 25.000 40.000
ARtk Lig 1 10.000 | s.000 | Meeep | 0%
c. Diatas 5 th 10.000 o.000 15.000 20 000
11. Ambil benda asing

a. di hidung / telinga 10.000 8.000 27.000 45.000
b. di mata/ kulit Biio o o pak iR 50,000
o s 30.000 | 5.000 | go@00 | °°9°°
ol o 110.000 | 10.000 | 80.000 | 200-000
H4. Lavenal 15606 | 10000 | d8gee | - 2°-09°
i T oo apeo e . 55000
1% Suenen 95.000 | '5.000 | #deg | *9-99°
L7. Pasang SN 65.000 | 40.000 | 125.000 | 230:000
18.Vena section 40.000 90.000 40.000 100.000

19. Puntio Ascites

Sesuai tarif di ruangan ditambah 25% jasa

pelayanan
B $h ke Pl Sesuai tarif di r;ﬁf;ar; (ailirlnambah 25% jasa
21. Terapi nebulizer 15.000 15.000 ' 15.000 45.000
R aD000 | 5.000. | 3odEn | °°090
ifmfﬁiif s 10.000 | 10080 | 106gn | 99000
24, Irigasi telinga 15.000 5.000 20.000 40.000
25. Irigasi Mata 15.000 5.000 20.000 40.000
8¢ Qantl yaran 15006 | 8000 | wgoo | 294°
(zlgétg;(r:ili}tfs 50.000 | 40.000 | 30.000 | 120000
28. Dopler 15.000 | 10.000 | 10.000 | 35.000




29. Corpus alineum

THT - S.000 .| B0.000 | - 7000

SO S 5000 | Bl | 90090

31. Pasang monitor 15.000 30.000 15.000 60.000
32. Pasang ventilator 20.000 | 100.000 | 50.000 170.000
o Fagpng SRCTE 5.000 | 10.000 | 5.000 PR
;‘}cﬁfgggfﬁaif ¢ 125.000 : 1500
35. Partus normal

o 100.000 | 100.000 | 400.000 | ©00-000
i Digan 100.000 | 100.000 | 250.000 | *+°0-000
36. Vagina Touch 15.000 5.000 5.000 25.000

37. Rectal Touch inoon | dnmhel At 18.000

38. sirkumsisi/sunat 30.000 20.000 | 125.000 175.000
9 R Bl 15,000 | 5000 | isgee |- 20000

¢ Mapeadla 15,000 | 15.000 { ioaeg | 0000

IV | TINDAKAN DI POLIKLINIK

PENYAKIT BEDAH

1. Incisi abces 35.000 10.000 25.000 70.000

2 Eleatorpin 40,000 | 15.000 | 25,080 ©9-990

3. Perawatan luka 25.000 5.000 5.000 35.000

4. buka jahitan 6.000 5.000 4.000 15.000

2 Pesgng Pye 15.000 | 20.000 | 40.000 Lt

& Bl g 5.000 | 10.000 | 20.000 e

7. Reposisi Mandibula 10.000 10.000 25.000 45.000

5. Busnmatn 30.000 | 20.000 | 125.000 | 17°-000
9. Pasang Kateter 5.000 5.000 10.000 20.000

L e e el .ono | ‘Bagh | BhEEc G AP0

11. Buka Kateter 5.000 5.000 5.000 15.000

12. Injeksi Kenacord 2.000 5.000 2.000 6.000




13. Necrotomi 15.000 9.000 5.000 22.000
1. Kc::ctr:'f:i 10.000 10.000 10.000 20.000
e 30,000 | 5.000. | Aseoe | 79000
VII | POLIKLINIK KEBIDANAN
R R obes | iy B e
ﬁéfyﬁi . 95.000 | 20.000 | 28600 | 7009
i 40.000 | 20.000 | 30.000 | 29-090
5 Pesing Infieh 25.000 | 10.000 | 40.000 | 7°:000
=5 Ehine. Lo 25.000 | 20.000 | 50.000 | 9°-090
géfﬁﬁi RN SRR | oo’ | oidekbiaEE | 110.000
7. Vagina Toucher 15.000 5.000 5.000 25.000
?bflftﬁg i : 5,000 | e | 29000
9. Ambil pap smear 20.000 5.000 20.000 45.000
10. Biopsi Portio 15.000 5.000 20.000 40.000
o 5000 | 20.000 | Bngee. | 42900
e Fato e 25.000 | 20.000 | 20.000 | ©%:000
13. Versi Luar i 10.000 15.000 25.000
14. Kateterisasi metal 15.000 8.000 12.000 35.000
15. Immunisasi LA M
(injeksi) 5.000 5.000 2.000 A
Ilfépliliilf;kulo/ 15.000 | 15.000 | 20686 | < 20900
17. Perawatan luka 20.000 5.000 5.000 30.000
18. buka jahitan 5.000 5.000 5.000 15.000
VIII | POLI KLINIK ANAK
Ilﬁjglrg?nfsasf i 5.000 | 4.000 | 1.000 el
izﬁj;g?msam tam.)a 2.000 | 3.000 | 1.000 kb
i 2,000 | 3.000 | 1008 | 9%
?J}n%ﬁislils(}ranmoma 3.000 | 3.000 | 4.000 i
5. Nebulizer | 2.000 | 3.000 | 20.000 | 25.000




XII | INSTALASI LABORATORIUM
1. PEMERIKSAAN
DARAH RUTIN 25.000 7.000 8.000 40.000
a. Hemoglobin 9.000 5.000 2.000 13.000
b. Jumlah Lekosit 9.000 5.000 2.000 13.000
c. Diff Count 10.000 2.000 2.000 14.000
g LEDyDER 9.000 | 2.000 | 2.000 £
e. Jumlah Eritrosit 9.000 2.000 5.000 13.000
f. Malaria/DDR 10.000 2.000 2.000 14.000
g. Trombosit indirect 10.000 2.000 2.000 14.000
h. Trombosit direct 10.000 n.000 2.000 14.000
s 11.000 | 2.000 | 2.000 LR
j- clating tme 5.000 | 2.000 | 1.000 8,00
k. Bleeding Time 3.000 2.000 5.000 7.000
1. Retikulosit 14.000 2.000 2.000 18.000
m. Hitung jumlah ™
Eosinofil 5.000 2.000 2.000 e
B BB ol 13.000 | 2.000 | 3.000 18.000
0. Rumple Led Tes 800 1.000 1.000 2.800
p. Golongan Darah 14.000 2.000 2.000 18.000
a. Blood Film/ADT | ._ ___ i I 25.000

A P 1S J.UvUuv 2.UUUV

By 5.000 | 2.000 | 3.000 10.000
# NER 5.000 | 2.000 | 3.000 10.000
t. MCHC 5.000 2.000 3.000 10.000
2. PEMERIKSAAN
TAMTID 10000 | 2000 | 2000 Soge
(kerokan kulit) -
Py SRR 20.000 | 2.000 | 5.000 47.000
( Sekret Vagina dan
Urethrae )
4. SPUTUM BTA 18.000 2.000 5.000 25.000

B TINTINR CRRPRRERRN QPINAT.
L o AR EHH R REINAL




a. Jumlah Lekosit 9.000 | 1.000 | 2.000 i, Stow
h Hitiineo ienie i S 12.000
— Y.0LV 1.U0U 2.000 e
c. None tes 9.000 1.000 . |  2:000 i
d. Pandy tes 9.000 | 1.000 | 2.000 o
6. TRANSUDAT DAN
EKSUDAT
a. Jumlah Lekosit 9.000 | 1.000 | 2.000 12.000
b. Hitung jenis 9.000 | 1.000 | 2.000 12.000
¢. Rivalta tes 9.000 | 1.000 | 2.000 12.000
7. URINE RUTIN 20.000 | 4.000 | 6.000 30.000
a. FToLelIl urine 5.000 3.000 2.000 10.000
b. Reduksi urine 5.000 3.000 2.000 10.000
c. Bilirubin 5.000 | 3.000 | 2.000 10.000
d. Sedimen urine 5.000 3.000 2.000 10.000
Q TIRINE T RENAAKADP S it
R 25.000 | 10.000 | 10.000 45.000
a. Urobilinogen
b. Keton
c. BLOOD
d. Protein
e. Nitrit
f. Leukosit
g. UluKose
h. Berat jenis
i. PH
j. Sedimen Urine
10, TES KEHAMILAN | o000 | =600 | 8800 20.000
11. KIMIA DARAH
a. Alkall 10sIatase 32.000 5.000 4.000 41.000
b, Ureum 25.000 | 5.000 | 4.000 34.000
€. Creajinin 15.000 | 5.000 | 4.000 24.000
d. SGOT 30.000 | 5.000 | 4.000 39.000
A~ QMNADT
e 28.000 | 4.000 | 3.000 35.000




(1)

-31%

BAB V
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 58

Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan
perekonomian;

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif Retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 59

Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif
atas dasar pencapaian kinerja tertentu;

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan
insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan

Bupati.

Pasal 60

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penyediaan

pelayanan diberikan.

(1)
(2)

Pasal 61

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disetor secara bruto ke Kas Daerah.



f. Asam urat

40.000 | 5.000 | 4.000 49.000
g Kolesterol Total 25.000 | 4.000 3.000 32.000
h. HDL Kolesterol 30.000 | 5.000 | 4.000 | 39.000
L DL haisstero] 30.000 | 5.000 | 4.000 39.000
j. Bilirubin total 20.000 | 4.000 | 6.000 30.000
k. Bilirubin Direct 20.000 A 000 5.000 20,000
1. Bilirubin indirect 15.000 | 3.000 | 5.000 23.000
m. Protein Total 20.000 | 4.000 | 6.000 30.000
n. Gula Darah 15.000 | 3.000 | 5.000 23.000
o. Albumin 25.000 | 5.000 | 4.000 34.000
p. Triglyserida 40.000 | 5.000 | 4.000 49.000
. HbeAg 30.000 | 5.000 | 4.000 39.000
r. Anti HBs 40.000 | 5.000 | 4.000 49.000
s. clorida 45.000 | 5.000 | 4.000 54.000
t. Natrium 45.000 | 5.000 | 4.000 54.000
u. Kalium 45.000 | 5.000 | 4.000 54.000
v. CK MB 60.000 | 5.000 | 4.000 69.000
w. Globulin 20.000 | 4.000 | 6.000 30.000
x. C Reactive Protein 30.000 5.000 4.000 39.000
y. Reumatoid Factor 35.000 5.000 4.000 44.000
z. Gamma/ GT 30.000 | 5.000 | 4.000 39.000
15 WIDALTRE 55.000 | 5.000 | 4.000 64.000
14. HCV 50.000 | 7.000 | 11.000 68.000
15. TES NARKOBA :
a. THC 35.000 | 5.000 | 15.000 55.000
b. Amphetamine 35.000 | 5.000 | 15.000 55.000
9. Dpigtes 35.000 | 5.000 | 15.000 55.000




16. RAPID TES
DENGUE 215.000 | 20.000 | 24.000 | 259.000
17 HIV / AINS L Saade DN L

! 09.0UU0 18.000 29.000 Y8.000
18. TOTAL T3 75.000 | 20.000 | 30.000 | 125.000
19. TOTAL T4 75.000 | 20.000 | 30.000 | 125.000
20. TOTAL TSH 75.000 | 20.000 | 30.000 | 125.000
21. HBsAg Titer 20000 | 5000 | 12000 47 000
22. Anti HBS Titer 50.000 | 5.000 | 10.000 65.000
23. ASTO (KIMIA) 35.000 | 3.000 | 7.000 45.000
24 . Creatin Kinase
(KIMIA) 75.000 | 20.000 | 30.000 125.000
25. Analisa Gas Darah | 5,4 500 | 15.000 | 25.000 | 250.000
26. RPR 50.000 | 4.000 | 6.000 60.000
X111 | POLIKLINIK GIGI ;

1. Pencabutan gigi
susu per
gigi
B Topial: 14.000 | 5.000 | 5.000 24.000
b. injeksi 24.000 | 5.000 5.000 34.000
2. Pencabutan gigi
tetap per gigi 25.000 5.000 7.000 37.000
3. Pencabutan gigi
tetap per
Lo A 35.000 | 5.000 | 15.000 55.000
komplikasi ringan
4. rencaputan gigi
tetap per
bt 45.000 | 10.000 | 18.000 73.000
komplikasi berat
5. Tambel sementara | .2 060 | 5000 | 15000 | 45.000
6. Tambal gigi tetap
amalgam I 45.000 | 5.000 | 15.000 65.000
7. Tambal gigi tetap
amalgam 11 60.000 | 5.000 | 15.000 80.000
8. Tambal gigi tetap Ill | 4= 500 | 5.000 | 15.000 65.000
9. Tambal gigi tetap
silikat V 40.000 | 5.000 | 15.000 60.000
10. Perawatan saraf
kunjungan I 25.000 8.000 10.000 43.000

| | 11. Perawatan sarat 48.000




A0

kontrol 30.000 | 8.000 | 10.000

12. Konvulasi 20.000 | 3.000 | 5.000 28.000

13. Scalling/ Kwatrtll | 56,000 | 5000 46080 | 45,000

14. Repoeipl/ NinsS! | 80000 | 8000 5 ¥ "175.000

15. Resposisi

mandibula 10.000 | 10.000 | 30.000 50.000

16. Perawatan 08 | 10.000 | 10008 N0 | 35000

17. Incisi abces 30.000 10.000 15.000 55.000

18. Exterpasi 25.000 | 15.000 | 20.000 60.000

19. Gingivectomi

ringan/sedang 35.000 20.000 20.000 75.000

20. Gingivectomi berat 35000 | 20.000 | 20.000 75.000

N1 AlceanlantAsmncr

o n ek AA Y NNsAN U asay

ringan/sedang 40.000 | 20.000 | 20.000 80.000

22.Alveolectomy berat 40.000 | 20.000 | 35.000 95.000

23. Odontectomy klas

I 40.000 | 20.000 | 80.000 140.000

24. Odontectomy klas

I 45.000 | 20.000 | 120.000 | 185.000

25. Odontectomv klas

11 55.000 | 20.000 | 150.000 | 225.000

26. Tambalan

Komposite 35.000 | 15.000 | 50.000 100.000

27. Operculnistoni 25.000 | 10.000 | 40.000 | 75.000

28. Insisi Obses

dengan flop 40.000 20.000 80.000 140.000
XIV | REKAM MEDIK

Pemeriksaan Visum

1, Visum Hidup 5.000 | 7.000 | 8.000 20.000

2. Visum Jenazah 5 000 7 000 8.000 20.000

Status Rawat Inap 6.000 2.000 2.000 10.000

Surat Keterangan b

- Meninggal 5.000 | 7.000 | 8.000 20.000

- Sakit 5.000 | 5.000 | 5.000 15.000

- Dirawat / Nginab 5.000 | 5.000 | 5.000 15.000

- Cacat 5.000 | 7.000 | 8.000 20.000

| XV | PERAWATAN JENAZAH




o R

1. Penyimpanan
Dingin 35.000 60.000 35.000 130.000
2. Penyimpanan tidak
dingin 20.000 | 40.000 | 20.000 { 80.000
3. Penyimpanan
sementara
Bciirgti dari 15 ik 15.000 | 20.000 15.000 50.000
4. Memandikan 20.000 | 15.000 | 40.000 | 75.000
5. Tindakan reposisi
automi
7 15.000 | 10.000 | 25.000 50.000
6. Tindakan reposisi
&ltom! 30.000 | 25.000 | 55.000 | 110.000
/menyambung organ
yang hancur / putus
7. Tarif pengawetan |
jenazah 275.000 | 50.000 | 125.000 450.000
VI SEWA MOBIL
AMBULANCE
1. Dalam Kota Rp. 50.000
Biaya dalam kota ditambah dengan Rp.
2. Luar Kota 7.500 setiap penambahan 1 Km
NO | RAWAT INAP
1 Biaya Rawat Inap
Kelas 3 50.000 50.000
2 | Visite Dokter 20.000 20.000
3 | Asuhan Keperawatan 15.000 15.000
Perawatan Luka 5.000 3 5.000 10.000
Pasang Infus
a. Anak < 1 Tahun 10.000 | 5.000 |15.000 30.000
B, Ueia 1 -8 THeme 10.000 | 5.000 |10.000 25.000
¢. Usia > 3 Tahun 10.000 | 5.000 |5.000 20.000

——t
Salinan sesuai

KEPALA- \

O\

2

SATNUL, SH., MM

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

NIP. 19670401 199703 1 007

5 )

RULLAH




LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

NOMOR (p TAHUN 2018
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR BESARNYA RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN /

KEBERSIHAN
3 RN BeKolBI .ot iiciivin iini s cisivbiissssmanig il Rp. 10.000,-/bulan
A Tanas KOOI i inisiiinsinenisininst Rp. 2.000,-/bulan
e, o TRREE T RN S AR CR PR e 8 Rp. 5.000,-/bulan
B Penjnual ECOran ti PRERE i.........iovoiniosierinmsinony Rp. 1.000,-/bulan
R RPLAL A PRERY ... i it Rp. 10.000,-/bulan
25 ERRIURL CL BN TR 7 iiiis i ariirsessoins sinsiin) Rp. 15.000,-/bulan
T I TOEE OB BRI S i ot oiaoanis resni s aensinei bl Rp. 25.000,-/bulan
CEE DT T PV AR ST ORI LE RO - | Rp. 30.000,-/bulan
B SR . ¢ < e TR et R L Rp. 50.000,-/bulan
S PRRRDON .o i sastiniriinstinrisione Rp. 25.000,-/bulan
FRCIMERSE OBt ... b iiiiii v o v o riis s sinissssta g Rp. 25.000,-/bulan
o dn N T B 8 T (ORGSR SO oy Rp. 10.000,-/bulan
13. Induatri Besar/MenBnghh ..............coooo0ivinvnns Rp. 75.000,-/bulan
B R RIOIBE i it e ins s ivesinind dibe Rp. 20.000,-/bulan
BUPATI KONAWE KEPULAUAN,
PARAF KOORDINASI
JABATAN PARAF =y
1. SEKDA £/
2. ASISTEN ADM. UMUM_ | J
£ DINASINAD ‘"’ff“')’“ ‘Q/L H. AMRULLAH




LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR BESARNYA RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN /

KEBERSIHAN

I TNl BRI ... st ein kg Rp.
B INERD TonnEe OB i iiinsinsioriisrsisimbaist Rp.
B R TROBER .. ocviiiitiherinss bossbsiiesnssr soh s Rp.
%, Portiual Eceran QY PREIE . ....coi00 cininisavesssinng Rp.
B Pl G PREEY . 500 5 s inirivagsensiniis i Rp.
0 Tebiual di Kinm PRI il Rp.
To Toko/rumah 8B i1l i it Rp.
B O ERnar MaERR ..o s ik i o Rp.
. GRS, L UL R LR Rp.
SR DRI ORN) Cvivo.iioinal it b misssssi it Rp.
SRR KORL .o..ciin i e an i Rp.
S IDAURE Bl ...coiiiihiins i v s ibiaibis verins it Rp.
13.Industri Besar/Menengiah ..............ccooconisennis Rp.
SR POTRATMDIAN ... ni G Rp.

10.000,-/bulan

2.000,-/bulan

5.000,-/bulan

1.000,-/bulan
10.000,-/bulan
15.000,-/bulan
25.000,-/bulan
30.000,-/bulan
50.000,-/bulan
25.000,-/bulan
25.000,-/bulan
10.000,-/bulan
75.000,-/bulan
20.000,-/bulan

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

KEPALA BAGIAN HUKUM

SAINUL, SH., MM
NIP. 19670401 199703 1 007

-’
Salinan sesu\a; engan aslinya
‘\5{ ' H./ AMRULLAH



LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

NOMOR N7 TAHUN 2018
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI
TEPI JALAN UMUM.

Tingkat Kepadatan | Jenis Kendaraan Tarif
Parkir (Bermotor dan tidak Bermotor)
Rendah - Gerobak dorong (Bakso,
Sarilaut, Martabak, Rp. 1.000 / hari
Gorengan dan sejenisnya.
- Sepeda Motor Rp. 1.000 / hari
- Sedan, Jeef, Mini Rug Pick
Up dan sejenisnya. Rp. 3.000 / hari
- Bus, Truck Sedang. Rp. 10.000 / hari
- Truck Besar Rp. 14.000 / hari
- Truck Roda 10 Rp. 50.000 / hari
- Alat Berat Roda Besi, Roda | Rp. 75.000 / hari
Karet.
Tinggi - Gerobak dorong (Bakso,
Sarilaut, Martabak, Rp. 2.000 / hari
Gorengan dan sejenisnya.
- Sepeda Motor Rp. 3.000 / hari
- Sedan, Jeef, Mini Bus, Pick
Up dan sejenisnya. Rp. 5.000 / hari
- Bus, Truck Sedang. Rp. 15.000 / hari
- Truck Besar Rp. 20.000 / hari
- Truck Roda 10 Rp. 50.000 / hari
- Alat Berat Roda Besi, Roda | Rp. 75.000 / hari
I Aavat

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

PARAF KOORDINAS!

JABATAN PARAF %
1. SEKDA r
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3 DINAS/BADAN/KANTORI |~ . & H. AMRULLAH
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LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI
TEPI JALAN UMUM.

Tingkat Kepadatan | Jenis Kendaraan Tarif
Parkir (Bermotor dan tidak Bermotor)
Rendah - Gerobak dorong (Bakso,
Sarilaut, Martabak, Rp. 1.000 / hari
Gorengan dan sejenisnya.
- Sepeda Motor Rp. 1.000 / hari
- Sedan .Jeef Mini Rue Picl
Up dan sejenisnya. Rp. 3.000 / hari
- Bus, Truck Sedang. Rp. 10.000 / hari
- Truck Besar Rp. 14.000 / hari
- Truck Roda 10 Rp. 50.000 / hari
- Alat Berat Roda Besi, Roda | Rp. 75.000 / hari
Karet.
Tinggi - Gerobak dorong (Bakso,
Sarilaut, Martabak, Rp. 2.000 / hari
Gorengan dan sejenisnya.
- Sepeda Motor Rp. 3.000 / hari
- Sedan, Jeef, Mini Bus, Pick
Up dan sejenisnya. Rp. 5.000 / hari
- Bus, Truck Sedang. Rp. 15.000 / hari
- Truck Besar Rp. 20.000 / hari
- Truck Roda 10 Rp. 50.000 / hari
- Alat Berat Roda Besi, Roda | Rp. 75.000 / hari
Warat

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

-’
S —
=== H. A,)(IIRULLAH
Aben L f 73
Salinan sesdai dengan aslinya




LAMPIRAN IV

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

NOMOR & TAHUN 2018

TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

1. PASAR
TARIF (Rp)/
NO kv pelaksanaan KETERANGAN
RETRIBUSI
pasar

TOKO PERMANEN 3.000,- * Toko, Lods terbuka,
LODS TERBUKA 2.000,- lods daging/lods ikan
LODS DAGING / dan bengunan darurat
LODS IKAN el tetap membayar sewa

4 BANGUNAN kontrak perbulan sesuai

DARURAT surat perjanjian
2.000,- kontrak.
S EMPERAN 2.000,- *emperan, bangunan
DAGANG 2.500.- darurat dan pedagang

TIDAKTETAP tidak tetap tidak

7 TARIF WC PASAR membayar sewa kontrak
a. Buang hajat Kecil | 1.000,- bulanan karena
b. Buang hajat Besar | 2.000,- sewaktu-waktu dapat
c. Mandi Dipindahkan

3.000,-

2. PASAR KECAMATAN SE-KAB.KONAWE KEPULAUAN

JENIS-JENIS

LODS IKAN

NO TARIF (Rp) KETERANGAN
RETRIBUSI
TOKO PERMANEN | 3.000,-
LODS TERBUKA 2.500,-
LODS DAGING / 2.000,-




4 BANGUNAN 2.000,-
DARURAT
S EMPERAN 2.000,-

TETAP

PEDAGANG TIDAK 2.500,-

i TARIF WC PASAR

a. Buang hajat Kecil | 1.000,-

b. Buang hajat Besar | 2.000,-

c. Mandi 3.000,-
BUPATI KONAWE KEPULAUAN,
PARAF KOORDINASI
JABATAN PARAF
| 1. SEKDA R W i
2. ASISTEN ADM. UMUM #/
3. DINAS/BADAN/KANTOR
4.BAGIAN & &/\('A\ ¥ 2 H. AMRUL




BANGUNAN 2.000,-
DARURAT

EMPERAN 2.000,-

PEDAGANG TIDAK 2.500,-
TETAP

TARIF WC PASAR

a. Buang hajat Kecil | 1.000,-

b. Buang hajat Besar | 2.000,-

c. Mandi 3.000,-

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

H. AMRULLAH

SAITNUL, SH., MM

NIP.~19670401 199703 1 007




LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR )5 2018

TENTANG RRETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR BESARAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

a. Biaya Permohonan Rp. 7.000,-
b. Biaya Pendaftaran Rp. 5.000,-
c. Biaya Pengujian Sepeda Motor Rp. 10.000,-

Biaya Pengujian Mobil Penumpang Rp. 40.000,-
e. Biaya Pengujian Mobil Penumpang Umum,

Kereta Gandengan/Kereta Tempelan Rp. 40.000,-
f. Biaya Pengujian Mobil Bus Rp. 40.000,-
g Biaya Pengujian Mobil Barang (Pick-Up) Rp. 50.000,-
h. Biaya Pengujian Mobil Barang Rp. 50.000,-

(Truck dan Kendaraan Khusus)
i. Biaya Uji Ulang Sepeda Motor Rp. 10.000,-
j. Biaya Uji Ulang Mobil Rp. 40.000,-
k. Harga Buku uji Rp. 20.000,-
1. Harga 1 (satu) Pasang Plat Uji lengkap Rp. 10.000,-
m. Penggantian Plat Uji yang hilang Rp. 10.000,-
n. Numpang Uji Rp. 10.000,-
o. Biaya Plat samping :

1. Memakai Cat Rp. 5.000,-

2. Memakai Stiker Rp.10.000,-
p. Pemeriksaan Teknis / Mutu Rp. 35.000,-
q. Mutasi / Pindah Uji Rp. 50.000,-
r. Retribusi Perubahan Status Kendaraan Rp. 50.000,-
s. Retribusi Perubahan Bentuk Kendaraan Rp. 50.000,-
t. Dum Kendaraan Dinas / Swasta Rp. 50.000,-

o= BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI

JABATAN PARAF T
"1.SEKDA llilfl/ .
2. ASISTEN ADM. UMUM ~
3. DINAS/BADAN/KANTO S H. A%RULLAH
4.BAGIAN ﬁﬁ W (o




LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

NOMOR 6 2018
TENTANG RRETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR BESARAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

a. Biaya Permohonan Rp. 7.000,-
b. Biaya Pendaftaran Rp. 5.000,-
c. Biaya Pengujian Sepeda Motor Rp. 10.000,-

Biaya Pengujian Mobil Penumpang Rp. 40.000,-
e. Biaya Pengujian Mobil Penumpang Umum,

Kereta Gandengan/Kereta Tempelan Rp. 40.000,-
f. Biaya Penguiian Maohil Rus Rn 40000 -
g Biaya Pengujian Mobil Barang (Pick-Up) Rp. 50.000,-
h. Biaya Pengujian Mobil Barang Rp. 50.000,-

(Truck dan Kendaraan Khusus)
i. Biaya Uji Ulang Sepeda Motor Rp. 10.000,-
j. Biaya Uji Ulang Mobil Rp. 40.000,-
k. Harga Buku uji Rp. 20.000,-
1. Harga 1 (satu) Pasang Plat Uji lengkap Rp. 10.000,-
m. Penggantian Plat Uji yang hilang Rp. 10.000,-
n. Numpang Uji Rp. 10.000,-

Biaya Plat samping :

1. Memakai Cat Rp. 5.000,-

2. Memakai Stiker Rp.10.000,-
p. Pemeriksaan Teknis / Mutu Rp. 35.000,-
g. Mutasi / Pindah Uji Rp. 50.000,-
r. Retribusi Perubahan Status Kendaraan Rp. 50.000,-
s. Retribusi Perubahan Bentuk Kendaraan Rp. 50.000,-
t. Dum Kendaraan Dinas / Swasta Bn 50000 -

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

Sahnanscs\ual dengan aslinya
_KEPALA B’ApyﬁHUKUM W i

- T —
5 AyIRULLAH

SAINUL, SH., MM
NIP. 19670401 199703 1 007




LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

NG

TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

ar~ / MATIITIAT An10
NMIURK @. 1AMNUIN £LU1O

STRUKTUR DAN BESARAN RETRIBUSI TERA - TERA ULANG

b 38

ol e B AS S

3
12
13.
14.
10,
16.
Ly
18.
19.

Flow Meter di SPBU kabupaten Konawe Kepulauan :

a. Flow Meter Minyak Tanah

b. Flow Meter Solar

c. Flow Meter Bensin

d. Flow Meter Crude Palm Oil (CPO)

Jembatan Timbang

Timbangan Manual / Digital

Liter

Ukuran Panjang
Timbangan Meja

Dacin Logam

Centisimal

Timbangan Bobot Ingsut

Neraca

. Timbangan Elektronik

Timbangan Kuadran
Tangki Ukuran Mobil
Timbangan Pegas

SPBU (Pompa ukur BBM)
Argo Taksi

Tester Kadar Air

Bejana Ukur

Meter Listrik

Meter Air

Rp
Rp
Rp

. 200.000,- /tahun
. 200.000,- /tahun
. 200.000,- /tahun
. 200.000,- /tahun

p. 250.000.- /tahun

. 150.000,- /tahun
2.000,- /tahun
2.000,- /tahun

12.000,- /tahun

12.000,- /tahun

15.000,- /tahun

12.000,- /tahun

12.000,- /tahun
7.000,- /tahun

30.000,- /tahun
7.000,- /tahun

. 150.000,- /tahun

25.000,- /tahun
15.000,- /tahun
12.000,- /tahun
5.000,;- /tahun
5.000,- /tahun



20. Anak Timbangan

21. Anak Timbangan ml,gr

~ e~ s 4 e .

PARAF KOORDINAS! |

JABATAN | _PARAF
2. ASISTEN ADM. UMUM “j i
3. DINAS/BADAN/KANTOR] ' g
4.BAGIAN Hlt'}/\/ o=

Rp.  5.000,- /tahun
Rp. 5.000,- /tahun

- NN AN 2 - .
Mt mrTv e wevvUy U LaLUAL

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,
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. Anak Timbangan Rp. 5.000,- /tahun
. Anak Timbangan ml,gr Rp. 5.000,- /tahun
Tari"kj Timb11v\ Marals T 1A AR~ t— . 1

Uil Lvgan l\lJ. L.UVV.UUU,T/ U LAllull

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,
/NMW S
I

'» H. AMRULLAH

dengan aslinya
IAN HUKUM

Salinan SeSUA]
KEPAL!

T N &f bt nie
NIP. 19670401 199703 1 007




LAMPIRAN VII

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

______ RS NN e
NUNUKR {77 1AMNUIN LULO0

TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARAN RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

—

.
H. P/MRULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA ,

SAILN i
NIP.-19670401 199703 1 007
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1. Penyimpanan
Dingin 35.000 60.000 35.000 130.000
2. Penyimpanan tidak
dfﬁgﬁi ZU.UUU “4U.UUU 4U.UUU BU.UUU
3. Penyimpanan
sementara
(kurang dari 12 jam) | 15000 | 20.000 | 15.000 | g 00
4. Memandikan 20.000 | 15.000 | 40.000 75.000
5. Tindakan reposisi
a/u}w{m 15.000 | 10.000 | 25.000 S win
iahit '
6. Tindakan reposisi
automi 30.000 | 25.000 | 55.000 110.000
/menyambung organ
yang hancur / putus
7. Tarif pengawetan
jenazah 275.000 | 50.000 | 125.000 450.000
VI SEWA MOBIL
AMBULANCE
1. Dalam Kota Rp. 50.000
Biaya dalam kota ditambah dengan Rp.
2. Luar Kota 7.500 setiap penambahan 1 Km
NO | RAWAT INAP
1 Biaya Rawat Inap
Kelas 3 50.000 50.000
Z--|Vimte Doletpe - . <0 0 1 HTRERSE BT
3 | Asuhan Keperawatan 15.000 15.000
4 | Perawatan Luka 5.000 h: 5.000 10.000
5 | Pasang Infus
8, Anale < 1 Talin 10.000 | 5.000 | 15.000 30.000
b.Usia 1-STohms | topoo | soo0 |68 25.000
c. Usia > 5 Tahun 10.000 | 5.000 |5.000 20.000

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI
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